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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan yang dilakukan peneliti 

tentang peran komisi informasi dalam penyelesaian sengketa informasi publik 

di Komisi Informasi Provinsi NTB maka dapat dikemukakan kesimpulan 

sebagai berikut :  

1. Berdasarkan variabel fungsi dan kewajiban Komisi Informasi Provinsi 

NTB yang berkaitan dengan tugas dan fungsi utama Komisi informasi 

yakni melaksnakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang 

Keterbukaan Informsai Publik. Dalam hal ini Komisi Informasi bertugas 

menerima dan memeriksa permohonan sengketa informasi publik 

sekaligus memutuskan sengketa informasi melalui jalur mediasi dan/atau 

ajudikasi nonlitigasi. Berkaitan dengan penyelesaian sengketa tersebut 

sebagian besar sengketa yang ditangani Komisi Informasi NTB dapat 

ditangani melalui jalur mediasi. 

2. Sedangkan berdasarkan variabel evaluasi dan sanksi menunjukkan bahwa 

dalam hal melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan keterbukaan oleh 

badan publik yaitu dengan mengirim kuisioner kepada badan publik yang 

berisi mengenai kinerja PPID. Bagi badan publik yang dikategorikan 

berhasil melaksanakan keterbukaan informasi akan diberikan peringkat 

baik dan apresiasi dalam bentuk piagam penghargaan. Sedangkan badan 

publik yang tidak memiliki kinerja baik dalam melaksanakan keterbukaan 



 

89 
 

infromasi Komisi Informasi akan memberikan pengarahan dan pembinaan. 

Komisi infroamsi hanya memutuskan sengketa informasi melalui mediasi 

dan ajudikasi serta tidak memberikan hukuman apapun kepada badan 

publik yang dianggap berkinerja buruk karena bukan ranah dan 

kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Informasi.Adapun jika badan 

publik tidak memberikan informasi sesuai dengan keputusanKomisi 

informasi maka pemohon dapat melakukan pengajuan keberatan ke  

peradilan umum untuk menuntut kembali badan publik yang tidak 

memberikan informasi sesuai dengan hasil yang diputuskan oleh komisi 

informasi provinsi NTB. 

5.2 Saran  

1. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan PPID di setiap badan 

publik maka diharapkan Komisi Informasi Provinsi NTB untuk memantau 

setiap informasi publik yang diinginkan oleh pemohon informasi tetap 

tersedia di PPID. 

2. Diharapkan kepada komisi informasi untuk memantau Website setiap 

badan publik agar selalu di update terutama seputar informasi terkait profil 

badan publik dan pimpinanya, informasi tentang kegiatan dan kinerja 

badan publik dikarenakan konten informasi yang ditampilkan tidak legkap, 

berbeda dan bahkan tidak bisa dibuka. 
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PERAN KOMISI INFORMASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA
INFORMASI PUBLIK (STUDI KASUS DI KOMISI INFORMASI

PROVTNST NTB)

Oleh

Dini Mirya Mugitri

Fakultas Ilmu Sosial dan llmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram

ABSTRAK

Pemerintah membentuk suatu iembaga yang merupakan rvujud implementasi

Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang

lebih dikenal dengan Komisi Infbrmasi. Dengan adanya Komisi Infbrmasi di

provinsi dapat membantu masyarakat yang kebingungan ketika ingin memperoleh

informasi kepada instansi tertentu tetapi tidak dapat di berikan danlatau tidak di

tanggapi. untuk tnemperoleh informasi tersebut diadakanlah sidang penyelesaian

sengketa oleh Komisi Informasi Provinsi yang dilakukan dalam dua jalur yaitu

jalur Mediasi dan Ajudikasi. Penelitian ini rnenegunakan metode kualitatif,

metode kualitatif ini sering disebut metode penelitian naturalistik karena

penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah. Komisi Informasi sudah

melakukan perannya sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan dalam Undang-

Undang KIP sebagai lembaga yang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik

melaksanakan Llndang-Undang serta menyelesaikan Sengketa Informasi Publik.

Komisi infroamsi hanya memutuskan sengketa informasi melalui mediasi dan

ajudikasi serta tidak memberikan hukuman apapun kepada badan publik yang

dianggap berkinerja buruk dikarenakan bukan ranah dan kewenangan yang

dimiliki oleh Komisi Informasi.

KATA KUIYCI : Peran, Komisi Informasi, penyelesaian Sengketa.
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THE ROLE OF INFORMATION COMMISSION IN THE COMPLETION OF
THE PUBLIC INFORIUATION DISPUTE (A CASE STUDY IN THE NTB

PROVINCE INFORMATION COMMIS S ION)

By
Dini Mirya Mugitri

Faculty of Social and Political Sciences, Muhammadi-vah University of Mataram

ABSTRACT

The govemment creates an institution w'hich is the implementation of Law No. 14

of 2008 concerning Openness of Public Information, better known as the

Information Commission. The existence of an Information Commission in the

province can help people who are confused when they want to acquire

information from certain departments but cannot be given and / or not responded.

In order to obtain this information, a dispute resolution was held by the Provincial

Information Commission rvhich was conducted in trvo ways, namely the

Nfediation and Adjudication ways. This research used qualitative methorJs,

qualitative methods are often called naturalistic research methods because the

research is conducted in natural conditions. The Information Commission has

done its role as what has been stipulated in the KIP Law as an institution that

resclves Public Information Disputes in implementing the Larv and resolves

Public Itrfonnation Disputes. The infonnation commission only resolved

information disputes through rnediation and adjudication and did not impose any

penalties on pubiic bodies that were considered to be performing poorly because

they were not the domain and authority of the lnformation Commission.

KEYWORDS : Role, Information Commi ssion, Dispute Resolution.
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